BAB IV
ANALISIS SANKSI HUKUM DALAM PUTUSAN PENGADILAN NEGERI
SEMARANG NO.05/Pid.Sug2011/PN.SMG TENTANG PEMAKAI
NARKOTIKA
A. Analisis Sanksi Hukum Pidana di Indonesia dalam Putusan Pengadilan
Negeri Semarang No0.05/Pid.Sus/2011/PN.Smg Tentang Pemakai

Narkotika

Masalah pengguna atau pemakai narkotika lebih ditksn oleh

pengaruh-pengaruh yang mereka terima baik itu pehgeaxstrnal maupun

internal. Sedangkan tindak pidana pemakai narkogiwag dilakukan oleh

Agus Joko Noro Pratopo alias Suprat bin Joko Sumnartidak jauh beda dari

apa yang sudah tertuang dalam Undang-undang rkakolan melihat posisi

pengguna atau pemakai narkotika dapat dilihat pesniesan narkotika

ditujukan bagi peredaran gelap narkotika.

Menentukan tujuan pemidanaan pada sistem peraditemjadi

persoalan yang cukup dilematis, terutama dalam nieken apakah

pemidanaan ditujukan untuk melakukan pembalasantatdak pidana yang

terjadi atau merupakan tujuan yang layak dari @ogeédana adalah

pencegahan tingkah laku yang anti sosial. Menentuk& temu dari dua

pandangan tersebut jika tidak berhasil dilakukameréukan formulasi baru

dalam sistem atau tujuan pemidanaan dalam hukuran@idPemidanaan

mempunyai beberapa tujuan yang bisa diklasifikaslberdasarkan teori-teori

tentang pemidanaan.
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Seperti yang penulis jelaskan pada bab sebelumapavd betapa
besar bahaya penyalahgunaan narkotika, maka p&dtadui beberapa dasar
hukum yang diterapkan menghadapi pelaku tindakngidaarkotika adalah

sebagai berikut ini:

1. Undang-Undang Republik Inonesia No. 8 tahun 198tatey KUHAP

2. Undang-Undang Republik Indonesia No. 7 tahun 19@ntahg
Pengesahabnited Nation Convention Against lllicit Traffic Maarcotic
Drug and Pshychotriphic Suybstances 198®nvensi PBB tentang
pemberantasan peredaran gelap narkotika dan pegiikicdr 1988)

3. Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2Q@68tang
narkotika sebagai pengganti Undang-Undang Rebuindiknesia No. 22

tahun 1997.

Untuk itu sebelumnya penulis ingin meneyebutkanksianintuk
pelaku penyalahgunaan narkotika dapat dikenakaratfptdndang No. 35

tahun 2009 tentang narkotika, hal ini dapat difilessikan sebagai berikut':

1. Sebagai Pengguna

Dikenakan ketentuan pidana berdasarkan pasal 1tl2arigrundang
nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dengan rmanahukuman

paling lama 15 tahun.

2. Sebagai Pengedar

'Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Nik&dbieserta penjelasnnya,
Bandung : Citra Umbara, 2010.
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Dikenakan ketentuan pidana berdasarkan pasal 8 B2lasndang-
Undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika, a@engncaman

hukuman paling lama 15 tahun penjara.

Sebagai Produsen

Dikenakan ketentuan pidana berdasarkan pasal 1#iangrUndang
No. 35 tahun 2009, dengan ancaman hukuman paling 15 tahun atau

seumur hidup atau mati dan denda.

Dari pasal-pasal diatas cukup jelas bahwa terdglessakai tindak

pidana narkotika diancaman dengan hukuman 4 tahemam sesuai

ketentuan undang-undang yang berlaku. Kebijakaslésy sistem perumusan

sanksi pidana(strafsoort) mempergunakarsistem perumusarkumulatif-

alternatifcampuran/gabungadplam Undang-undang Narkotika dirasakan

tepat didasarkan atas pertimbangan-pertimbangagateberikut:

A.

Sistem perumusan kumulatif-alternatif secara sulsghjuga meliputi
sistem perumusan tunggal, kumulatif dan alternaéhingga secara
eksplisit dan implisit telah menutupi kelemahan img$nasing sistem
perumusan tersebut.

Sistem perumusan kumulatif-alternatif merupakam gdtem perumusan
yang secara langsung adalah gabungan bercirikansau&epastian
hukum(rechts-zekerheidsylan nuansa keadilan.

Dengan titik tolak adanya gabungan antara nuaredilke dan kepastian
hukum (rechts-zekerheids)maka ciri utama sistem perumusan ini
didalam kebijakan aplikatifnya bersifat fleksib@rdakomodatif.

Pada kebijakan formulatif/legislatif masa mendatatgu sebagaius
constituendumdikemudian hari hendaknya pembentuk UU lebih baik
membuat sistem perumusan yang bersifat kumuligifreatif atau

campur



49

Menurut penulis kajian dari sistem perumusan larassanksi pidana
maka Undang-undang narkotika menganut 2 jenis yyRéutama, menganut
sistem fixed indefinite sentence systeatau sistem maksimuntazimnya,
sistem ini disebut sebagai sistem atau pendekdiaol atau tradisional,
dimana diartikan untuk setiap tindak pidana ditktapbobot atau kualitasnya
sendiri-sendiri yaitu dengan menetapkan ancamaanpiadnaksimum (dapat
juga ancaman minimumnya) untuk setiap tindak pidagiatem maksimum
ini terlihat dari maksimum lamanya pidana penjaea&urungan dan pidana
denda, dengan adanya perumusan kata-kata palirey dam paling banyak,
Dianutnya sistenfixed indefinite sentence systeatau sistem maksimum
mempunyai segi positif dan sisi negatif. Segi piosia adalah sebagai

berikut:

a) Dapat menunjukan tingkat keseriusan masing-masidgk pidana
b) Memberikan fleksibilitas dan diskresi kepada kekaaspemidanaan
c) Melindungi kepentingan si pelanggar itu sendiriglammenetapkan

batas-batas kebebasan dari kekuasaan pemidanaan

Ketiga aspek positif dari sistem maksimum mengagdwaspek
perlindungan masyarakat dan individu. Aspek pedighn masyarakat
terlihat dengan ditetapkannya ukuran obyektif barupaksimum pidana
sebagai simbol kualitas norma-norma sentral makgargang terkandung
dalam perumusan delik bersangkutan. Aspek perligalrindividu terlihat
dengan diberikannya kebebasan kepada hakim untukilimelamanya

pidana dalam batas-batas minimum dan maksimum tgdailg ditetapkan

2 Lilik Mulyadi, Kapita Selekta Hukum Pidanariminologi Dan VictimologiPT
Djambatan, Jakarta, 2004, h. 131
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Dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 diatur peyan serta
masyarakat dalam usaha pencegahan dan pemberap@spgaiahgunaan
narkotika dan prekursor narkotika termasuk pembepanghargaan bagi
anggota masyarakat yang berjasa dalam upaya péragegalan
pemberantasan penyalahgunaan narkotika dan prekursokotika.
Penghargaan tersebut diberikan kepada penegak hdémmmasyarakat yang
telah berjasa dalam upaya pencegahan dan pemissnamanyalahgunaan

dan peredaran gelap narkotika dan prekursor n&tekoti

Namun demikian, dalam tataran implementasi, saydsj dikenakan
tidak sampai pada kategori maksimal. Hal ini sédiya disebabkan oleh
dua haf Pertama kasus yang diproses memang ringan, sehingga hakim
memutuskan dengan sanksi yang ringan p(daug tuntutan yang diajukan
relatif ringan, atau bahkan pihak hakim sendiri gzatidak memiliki

ketegasan sikap. Sehingga berpengaruh terhadagapugang dikeluarkan.

Penegakan hukum pidana dalam tindak pidana penradotika
Menurut Pasal 4 Undang-undang No. 35 tahun 200€arignnarkotika.
Undang-Undang narkotika merupakan suatu upayakpblikum pemerintah
Indonesia terhadap penanggulangan tindak pidanakotiiea dan
psikotropika. Dengan demikian, diharapkan dengaundiskanya undang-
undang tersebut dapat menanggulangi peredaran datapenyalahgunaan
narkotika dan psikotropika,serta menjadi acuan dan pedoman kepada

pengadilan dan para penyelenggara atau pelaksansapupengadilan yang

% Barda Nawawi AriefKapita Selekta Hukum Pidan&andung : PT Citra Aditya
Bakti, 2003. h. 32
4 Budianto. 1989Narkoba dan Pengaruhny®andung : Ganeca Exact, 2002, h. 18
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menerapkan undang-undang, khususnya hakim dalanjatulekan sanksi
pidana terhadap kejahatan yang terjadi. Dalam fmeini, penulis akan
mencoba meneliti tentang kebijakan hukum pidanagyeamtuang dalam
Undang-Undang psikotropika dan Undang-Undang ni&ot serta
implementasinya dalam penangulangan tindak pidaaskotika dan

psikotropika.

Penulis berasumsi bahwa mencegah narkoba dengadidizan
Agama sangat efektif diera sekarang ini, karenanagaerupak benteng
yang kuat yang dimiliki manusia untuk berbuat ketéu tercela. Sebagai
pemimpin agama dan pendidikan, kita menyadari Harngatangan yang
dihadapi generasi muda di negara kita saaf iRenggunaan obat-obat
terlarang termasuk penggunaan alkohol dan prodoéybr tertentu. Terus
merangkak naik dalam masyarakat terutama para aerdan di beberapa
tempat, obat-obat terlarang tersebut telah menpeifnuda dalam dunia
kejahatan dan kecanduan yang mematikan setiap,araagyarakat, keluarga
dan individu-individu serta penanaman nilai-nil@ng kuat, yang berakar
dari kepercayaan agama merupakan faktor perlinduygag efektif guna
mencegah dampak pengguna narkoba sebagai tindakgnbgresiko tinggi.

Kendala meminimalisir tindak pidana narkotika metip

1. Kurangnya kerja sama antara aparat dengan masyard&iam
mengungkap sindikat narkotika

2. Modus yang dijalankan pengedar narkotika makin d@mei dan
terorganisir  sehingga aparat mengalami  hambatan andal

pengungkapannya.

® H.M. Rozy SE, MScCegah Narkoba Dengan Pendidikan Agama.
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3. Ketidaktegasan sanksi yang diberikan pemerintahad@p pelaku
penyalahgunaan narkotika

4. Ketidaktahuan masyarakat tentang bahaya mengkonsari®tika jika
mereka sudah mengerti tentang bahaya mengkonsuansirgngapa
mereka masih juga memakainya.

5. Banyak berdiri tempat-tempat hiburan malam ilegalg/diduga menjadi
peredaran gelap narkotika.

6. Peredaran narkoba masih sulit diberantas karemukidoukum yang ada
kurang bisa menjerat bandar-bandar narkoba.

7. Kampanye untuk menunjukkan bahaya penggunaan rerkoasih
kurang bisa menggapai ke seluruh pelosok nusaktaema kurangnya
dana.

Berdasakan wawancara terhadap hakim di pengaddgernsemarang,
maka penulis dapat menganalisa terhadap pelaksqesgakan hukum untuk
mengatasi penyalahgunaan narkotika yang berupa opatap dan atau
perawatan belum dapat dilaksanakan dengan baikladabagai berikut:

1. Belum adanya keputusan menteri kesehatan yang nud@ann secara
spesifik rumah sakit atau panti rehabilitasi sebégapat untuk membina
terpidana pemakai narkotika

2. Pemakai narkotika yang di adili tidaklah termasalath kelompok pemakai
narkotika yang dapat dikatagorikan sebagai pema#giotika yang sudah
mencapai tingkat kecanduaan sehingga membutuhkagopatan atau
perawatan

3. Masih terdapatnya asumsi dalam masyartakat mengenakian narkotika
sebagai pelaku tindak pidana yang dapat menimbukeaxasahan dalam

masyarakat sehingga masyarakat menganggap bahvekaemarkotikapun

hrus dipidana penjara.
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Pasal 49 Undang-Undang narkotika menyebutkan bafagditas
rehabilitasi guna keperluan pengobatan atau peaawdtagi pemakai
narkotika dilakukan dirumah sakit yang dituhjuk lolmenteri kesehatan.
Akan tetapi hingga sekarang ketentuan tersebutnbelda sehingga hal
tersebut menjadi salah satu pertimbangan hakimkutdak memutuskan
pemakai narkotika untuk menjalani pengobatan atamavpatan dirumah
sakit atau panti rehabilitasi tertentu, sebab taaganya peraturan yang
menetapkan rumah sakit atau panti rehabilitasi lhusntuk terpidana
pemakai narkotika akan membuat jaksa sebagai @#laksputusan
pengadilan tidak mempunyai dasar hukum yang kuatkumenempatkan
terpidana ke dalam rumah sakit atau panti rehabilikarena tidak jelas
rumah sakit atau panti rehabilitasi mana yang @itunleh pemerintah.

Beberapa hakim yang menangani kasus tentang pemakaitika
berpendapat bahwa hakim mengadili berdasarkan \gadagang sehingga
hakim memutuskan seorang pemakai narkotika unténgi penjara, karena
Undang-Undang narkotika mengaturnya.

Putusan hakim di Pengadilan Negeri Semarang kepgda joko
Noro Pratopo Alias Suprat bin joko Sumarsono, tierdangan pemakai
narkotika sangat bijak sesuai dengan amanat Undadgng No. 35 tahun
2009 tentang narkotika, cukup jelas ketika sesegprarengkonsumsi
narkotika dikenakan pasal 115 Undang-Undang n&&atengan ancaman
hukuman 4 (empat) tahun penjara dan denda palohigisBp.800.000.000,
00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak8390.000.000, 00 (satu

miliar rupiah).
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Teori dan tujuan pemidanaan dalam penjatuhkan pidarhadap
Agus joko Noro Pratopo Alias Suprat bin joko Sumars harus melalui
prosedur peradilan pidana sebagaimana hukum piftamal atau hukum
acara pidana. Hukum acara pidana yakni dapat dskamusebagai hukum
yang menetapkan cara negara mempergunakan haktyarmalaksanakan
pidana. Juga biasa disebut sebagai hukum pitar@oncretokarena
mengandung peraturan bagaimana hukum pidana nattea hukum
pidanaln Abstractodituangkan dalam kenyataan.

Hakim merupakan sosok sentral dalam mengadili denjatuhan
suatu sanksi terhadap pelaku tindak pidana nakofitkengadili adalah
serangkaian tindakan hakim untuk menerima, memgriklgn memutus
perkara pidana berdasarkan asas bebas, jujurijdidnrhemihak di sidang
pengadilan. Sesuai dengan Undang-Undang No. 48 t2009 tentang
Kekuasaan Kehakimahpada Pasal 5 ayat (1) menyatakan bahwa, Hakim
dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, daemahami nilai-nilai
hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarBlkala Pasal 5 ayat
(2), Hakim dan hakim konstitusi harus memiliki igtitas dan kepribadian
yang tidak tercela, jujur, adil, profesional, daargengalaman di bidang
hukum. Berdasarkan pasal inilah yang menjadikarddsin utama agar
hakim dalam memutus suatu perkara dapat membenikansan yang
objektif, berwibawa dan dapat diterima oleh madyairaMengadili itu
adalah suatu yang bukannya merupakan monopoli ldeim, walaupun

keputusannya merupakan sesuatu dan saat yang gengjat.”

®Bambang Waluyodmplementasi Kekuasaan Kehakiman Republik Indondalarta :
Sinar Grafika, 1992. H. 10.
7 Zainal Abidin FaridHukum Pidana,lJakarta : sinar grafika, 1995, h. 13
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Berikutnya, terjadinya tumpang tindahnya pasal pemaan bagi
pengguna narkotika. Pengguna Narkotika yang masindapatkan
narkotika secara melawan hukum, maka terdapat dq@bgrerbuatan yang
dilakukan pengguna narkotika tersebut yakni membe#nguasai, menyimpan,
atau memiliki yang akhirnya dipergunakan sendimd&hg-undang narkotika
tidak memberikan pembedaan atau garis yang jelasaadelik pidana dalam
Pasal 127 Undang-undang narkotika dengan deliknpidain yang terdapat
dalam Undang-undang narkotika, dimana penggunatile@k/ang mendapatkan
narkotika secara melawan hukum pastilah memenulBurum€menguasai,
memiliki, menyimpan, atau membeli narkotika dimama tersebut juga
diatur sebagai suatu tindak pidana tersendiri daleatang-undang Narkotika.
Dalam prakteknya aparat penegak hukum mengaitkan
(termasuk atau include atau jungtantara delik pidana pengguna narkotika
dengan delik pidana penguasaan, pemilikan, penyuspatau pembelian
narkotika secara tanpa hak dan melawan hukum dirmaceman hukumanya
menjadi lebih dari 5 tahun penjara dan dibeberaptektuan melebihi 9 (Sembilan)
tahun penjara, sehingga berdasarkan Pasal 21 4yahyruf a KUHAP
Pengguna narkotika dapat ditahan, dan bila dikendesentuan pidana
yang ancamannya melebihi 9 (sembilan) tahun makdabarkan Pasal 29
KUHAP masa tahanan dapat ditambahkan sampai 6t (galah) hari.

Penyalahgunaan narkotika adalah penggunaan tanpa daa
melawan hukum yang dilakukan tidak untuk maksudgpbatan, tetapi
karena ingin menikmati pengaruhnya, dalam jumlahleb#, kurang
teratur, dan berlangsung cukup lama, sehingga rhabkan gangguan

kesehatan fisik, mental dan kehidupan sosial.
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Pada dasarnya, ketentudasal 4 Undang-undang narkotika

menentukan tujuan dari diberlakukannya Undang-umndarkotiksadalah:

a. Menjamin ketersediaan narkotika untuk kepentingdayanan kesehatan

dan/atau pengembangan ilmu pengetahuaan dan tgknolo

b. Mencegah, melindungi dan menyelamatkan bangsadsdodari

penyalahgunaan narkotika
c. Memberantas peredaran gelap narkotika dan prekaskotika

d. Menjamin pengaturan upaya rehabilitasi medis darakbagi
penyalah guna dan pecandu narkotika.
Analisis Sanksi Hukum Islam dalam Putusan Pengadilan Negeri
Semar ang No.05/Pid.Sus/2011 PN. Smg Tentang Pemakai Narkotika
Pada waktu sekarang telah diterlmhwa satu-satunya subyek
hukum yang mempunyai hak untuk menghukum ialah aregatau
pemerintalf
Adapun peranan negara dalam menjalankan tugatiwgkilkan
oleh aparat-aparat penegak hukum seperti polissajalan hakim. Dari
peranannya yang sngat penting dan sebagai proéekorimat, atas
keperibadian yang dimiliki, hakim mempunyai tugabagai mana dalam
undang-undang pokok kekuasaan kehakiman adalahmhakajib
menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai yamgdup dalam
masyarakat’ untuk itu hakim terjun ketengah-tengah masyarakat
untuk mengenal, merasakan dan mampu menyelamigagrdsikum dan

rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.

8 Atang Ranoemihardjajukum Pidana Asas-asas, Pokok Pengertian dan Teori
serta pendapat Beberapa Sarjafggndung : Tarsito, 1988, h. 20.
® Undang-undang Nomor 4 Tahun 20Dehtang kekuasaan kehakim&asal 28 ayat(1).
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Islam pun menjelaskan bahwa hakim adalah seoyang diberi
amanah untuk menegakan keadilan dengan nama T8kaingga pada
setiap putusannya benar-benar mengandung keaditeketbenaran.

Untuk itu penulis menganalisis bagaimanakah pagala hukum
pidana islam terhadap pertimbangan hukum yang dipaleh hakim
untuk menjatuhkan putusan terhadap terdakwa dalaerkama
no.05/Pid.Sus/2011/PN.Semarang tentang tindak @idamemakai
narkotika. Terdakwa tersebut dikenakan Pasal 11& &) Undang-
Undang No. 35 tahun 2009 tentang narkotika.

Penegakan hukum dengan mempunyai sasaran agag taat
kepada hukum. Ketaatan masyarakat terhadap hukssbabkan tiga hal

yaitu : a) Takut berbuat dosa

b) Takut karena kekuasaan dari pihak penguasaitan dengan
sifat hukum yang bersifat imperatif

c) Takut karena malu berbuat jahat. Persagakkum dengan

sarana non penal mempunyai sasaran dan tujuan untuk
kepentingan internalisasi.

Suatu perbuatan baru di anggap sebagai tindaknaidapabila
terpenuhi unsurdarimah Unsur-unsur untukarimah tersebut ada tiga
macam, yaitu :

1. Unsur formil yaitu adanyaNash (ketentuan yang melarang perbuatan
dan mengancamnya dengan hukuman)
2. Unsur materil yaitu adanya tingkah laku yang mentdejarimah, baik

berupa nyata (positif) maupun sikap tidak berbnagétif)
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3. Unsur moril yaitu bahwa pelaku adalah orang yandkalaf yaitu orang

yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas tingadana yang

dilakukannya'® Dalam unsur-unsur formil terdapat :

a) Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban pidana dapat diuraikan lberapa hal

yang perlu diketahui, dintaranya:

1)

2)

3)

Arti dan dasar pertanggungjawaban pidana

Pengertian pertanggungjawaban pidanandakyari’at
islam adalah pembebanan seseorang dengan akiliatafser
atau tidak adanya perbuatan yang dikerjakannya aeng
kemauan sendiri, dimana orang tersebut mengetahisud
dan akibat dari perbuatanya tersebut.
Siapa yang dibebani pertanggungjawaban

Orang yang harus bertanggungjawab atas suatuhdtaja

adalah orang yang melakukan kejahatan itu sendimi ltlikan
orang lain.
Sebab dan tingkatan pertanggungjawaban

Faktor yang menyebabkan adanya pertanggungjawaban
pidana adalah perbuatan maksiat, yaitu mengerjpkasuatan
yang dilarang oleh syara’ atau meninggalkan (tidak
mengerjakan) perbuatan yang diperintahkan olehasyaadi,

sebab pertanggungjawaban pidana adalah melakukan

kejahatan.

10 Ahmad Wardi MuslichHukum Pidana IslamJakarta : Sinar Grafika,

2005,h. 27-28.
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4) Beberapa hal yang mempengaruhi pertanggung jawaana
Menurut Ahmad Wardi Muslich: telah menjelaskan ada
tiga hal yang mempengaruhi pertanggungjawaban pjdaaitu
: pengaruh tidak tahu, lupa, dan keliru.
5) Pengaruh rela menjadi objek jarimah atas pertargyganmaban
pidana
Kerelaan dan persetujuan korban untuk menpégiek
jarimah itu (tetap dilarang) dan tidak mempengaruhi
pertanggungjawaban pidana, kecuali apabila keretaastapat
menghapuskan salah satu unjamimah tersebut.
6) Perbuatan itu berkaitan dengan jarimah dan hubunygatgiengan
pertanggungjawaban pidana
Perbuatan-perbuatan yang berkaitan dengan jarimah
itu ada tiga macam, yaitu perbuatan langsung, peabusebab,
dan perbuatan syarat. Hal tersebut untuk menentsgiara
pelaku sebenarnya dan siapa yang bukan pelaku.
7) Hubungan perbuatan tersebut dengan pertanggungawab
pidana
Bagi pembuat syarat tidak ada pertanggungjawplutema,
selama dengan perbuatannya tidak bermaksud turtg, se
sedangkan bagi pelaku perbuatan langsung dan steiakan
pertanggungjawaban pidana atas pebuatannya, kkeshemnya

merupakan sebab adarjgsimah.*?

1 pid, h. 47.

2 1pid, h. 74-84.
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b) Hapusnya perttanggungjawaban pidana
Sebab hapusnya hukuman tidak mengakibatkan perbuata
yang dilarang diperbolehkan, melainkan tetap padénga yaitu
dilarang. Hanya karena keadaan pelaku yang tidak
memungkinkan dilaksanakannya hukuman, ia bisa ddlen
dari hukumart?

Menurut syariat Islam, pertanggungjawaban pidaciasdirkan atas
dua perkara, yaitu kekakuatan berfikidrak) dan pilihan (iktiar).
Sehubungan dengan dua dasar tersebut, maka kedudo&k dibawah
umur berbeda-beda sesuai perbedaan sesuai dengzedqmn masa
yang dilaluinya dalam kehidupannya, semenjak iahitkan sampai ia
memiliki kedua perkara tersebut. Secara alamialapat tiga masa yang
dialami oleh setiap orang sejak ia dilahirkan sangdewasa.

Khamr dimaksudkan untuk semua bahan yang dapat menakapi
sehat manusia yang dapat membuat lupa diri dan élgpa Tuhan.
Kalimat ini memberikan pengertian yang tajam, sghintidak banyak
lagi pertanyaan-pertanyaan dan kesamran mengeinasdkhamt

Jika ditinjau dari kejahatan Narkotika yan@tdr dalam Undang-
undang No. 35 tahun 2009 ternyata unsur-unsurnggingsama dengan
kejahatanKhamr atau minuman keras, kejahat&hamr tidak hanya
dimaksudkan untuk peminurkhamr, akan tetapi bagi siapapun yang
terkait dengarkhamrtersebut. Rasulullah memberikan rambu-rambu bagi
manusia terkait dengan diharamkanrgfeamr ada 10 (sepuluh) orang

yang mendapat laknat dari allah terkdiamrmeliputi :

Bibid , h. 85-86.
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1. Orang yang memeras buah-buahan untuk dijadikamr

2. Orang yang menyuruhnya (minum)

3. Orang yang membawa (mengangkdtamr

4. Orang yang menerim&hamr (termasuk orang yang mempunyai

gudang penyimpangdhami)

5. Penjuakhamr

6. Pembelikhamr

7. Peminumkhamr(pemabuk)

8. Pelayan yang menyajikamamr

9. Pengedar atau pembg&hamr

10. Orang tersebut hanya pemintamamr
Yang mendapatkan hukumdrad sebagaiclas action sedangkan yang
sembilan yang lainnya hanya sekedar laknat daahAgiwt.

Pada masa nabi Muhammad saw dan sahabat, béitarkr
berupabusr (kurma yang telah matandadhih (minuman yang dibuat dari
bug tanpa sentuhan apizahw (busr yang berwarna kemerah-merahan
atau kekuning-kuningan sebelum menjadi matabg)u (khamr yang
terbuat dri madu)mizru (minuman khamr dari biji-bijian yang biasa
diminum penduduk yaman) , dan lain sebagaffiya.

Khamrsaat ini banyak beredar di masyarakat kalangarsatapai
kalangan bawah, seperti anggur KTI, topi miringagyang, irengan, dan
lain sebagainya. Di indonesia saja, untuk penjualaruman keras yang
mempunyai kadar etil-alkohol lebih dari 15% harusnaapat izin dari

pemerintah.

¥ HR. Ibn Majah dari Ibn Umar
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Keterkaitankhamr dengan narkotika sangat kental sekali, terkait
dengan adanydat (alasan hukum), yaitu memabukan. Menurut penulis,
Narkotika sama dengddhamr,dan ketika seseorang yang mengkonsumsi
Narkotika dikenakan hukumdradberupa 40 kali dera.

Ta’zir merupakan hukuman yang belum ditetapkan dcedra’
maka penetapan sanksila’zir diserahkan kepada hakim baik
penentuannya maupun pelaksanaannya. Baik hukuonderitipa penjara,
pengasingan, cambuk, sampai pada hukuman matii sesugan tingkat
mudharatyang telah dilakukan. Tindak pidana bagi pemindmarkr dapat
dikatagorikan sebagai jarimdta’zir yang berkaitan dengan pengasingan,
untuk jarimah-jarimah selain zina, hukuman tersebut dapat diterapkan
apabila perbuatan pelaku dapat menjalar atau memigirang lain.

Ta’zir merupakan suatu hukuman yang berupa pemberiaragiaj
kepada pelaku kejahatan agar tidak mengulangi p@boya dan

mencegah segala macam bentuk kejahatan.



